
WALIKOTA LHOKSEUMAWE

PROVINSI ACEH

QANUN KOTA LHOKSEUMAWE
NOMOR iO TAHUN 2020

TENTANG

ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA KOTA LHOKSEUMAWE
TAHUN ANGGARAN 2021

Menimbang

Mengingat

DENGAN RAHMAT ALLAH YANG MAHA KUASA

WALIKOTA LHOKSEUMAWE,

a, bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 314 ayat (6)
Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang
Pemerintahan Daerah dan pasal 111 ayat (8) Peraturan
Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan
Keuangan Daerah, Walikota Kota Lhokseumawe wajib
mengajukan Rancangan Qanun tentang Anggaran
Pendapatan dan Belanja Kota Lhokseumawe Tahun
Anggaran 2021 kepada Dewan Perwakilan Rakyat Kota
Lhokseumawe untuk memperoleh persetujuan bersama;

b. Bahwa penyempurnaan sebagaimana dimaksud pada huruf
a, dilakukan agar Qanun tentang Anggaran Pendapatan dan
Belanja Kota Lhokseumawe Tahun Anggaran 2021 tidak
bertentangan dengan kepentingan umum dan peraturan
perundang-undangan yang lebih tinggi;

bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud
dalam huruf a dan huruf b, perlu ditetapkan Qanun Kota
Lhokseumawe tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja
Kota Lhokseumawe Tahun Anggaran 2021;

Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2001 tentang Pembentukan
Kota Lhokseumawe (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2001 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 4109);

Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan
Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003
Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 4286);

c.

2.

3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang
Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
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4. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem
Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);

5. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang
Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 4438);

6. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang
Pemerintahan Aceh (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2006 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 4633);

7. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak
Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 5049);

8. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah
beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9
Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang
Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor
58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
5679);

9. Peraturan Pemerintah Nomor 109 Tahun 2000 tentang
Kedudukan Keuangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000
Nomor 210, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 4028);

10.Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang
Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum sebagaimana
telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Republik
Indonesia nomor 74 Tahun 2012 tentang Petubahan
Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang
Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 171,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
5340);

11. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2002 tentang
Pemberlakuan Secara Efektif Undang-Undang Nomor 2
Tahun 2001 tentang Pembentukan Kota Lhokseumawe
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor
116, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
4239);
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12. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana
Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2005 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 4575);

13. Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 2007 tentang laporan
Penyelenggaraan Pemerintah Daerah kepada Pemerintah,
Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Kepala Daerah
Kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, dan Informasi
Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah Kepada
Masyarakat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2007 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 4693)

14. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang
Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 123, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5165);

15. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang
Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017
Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 6041);

16. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang
Perangkat Daerah (Lembaran • Negara Republik Indonesia
Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 5887);

17.Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang
Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2020 Nomor 42, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 6322);

18. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 16 Tahun 2007
tentang Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan daerah
tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dan
Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran
Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sebagaiman telah
diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 36
Tahun 2011 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri
Dalam Negeri Nomor 16 Tahun 2011 tentang Tata Cara
Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Anggaran
Pendapatan dan Belanja Daerah dan Rancangan Peraturan
Kepala Daerah tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan
dan Belanja Daerah (Berita Negara Republik Indonesia
Tahun 2011 Nomor 525);

19. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011
tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial yang
Bersumber Dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah,
sebagaiman telah diubah beberapa kali terakhir dengan
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 99 Tahun 2019
tentang Perubahan Kelima Atas Peraturan Menteri Dalam
Negeri Nomor 32 Tahun 2011 tentang Pedoman Pemberian
Hibah dan Bantuan Sosial yang bersumber dari Anggaran
Pendapatan dan Belanja Daerah (Berita Negara Republik
IndonesiaTahun 2018 Nomor 565);
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20. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 52 Tahun 2012
Tentang Pedoman Pengelolaan Investasi Pemerintah Daerah
(Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 754);

21. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 62 tahun 2017
tentang Pengelompokan Kemampuan Keuangan Daerah serta
Pelaksanaan dan Pertanggungjawaban Dana Operasional
(Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1067);

22. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 36 Tahun 2018
tentang Tata Cara Penghitungan, Penganggaran Dalam
Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, dan Tertib
Administrasi Pengajuan, Penyaluran, dan Laporan
Pertanggungjawaban Penggunaan Bantuan Keuangan Partai
Politik (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor
630);

23. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 2020
A tentang Pedoman Penyusunan Anggaran pendapatan dan
w Belanja Daerah Tahun Anggaran 2021;

24. Qanun Kota Lhokseumawe Nomor 7 Tahun 2018 tentang
Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) Kota
Lhokseumawe Tahun 2017-2022 sebagaimana telah diubah
dengan Qanun Nomor 9 Tahun 2020 tentang Perubahan atas
Qanun Kota Lhokseumawe Nomor 7 Tahun 2018 tentang
Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) Kota
Lhokseumawe Tahun 2017-2022;

25. Peraturan Walikota Lhokseumawe Nomor 42 Tahun 2018
tentang Pokok-Pokok Pengelola Keuangan Daerah;

26. Peraturan Walikota Lhokseumawe Nomor 51 Tahun 2020
tentang Rencana Kerja Pemerintah Kota Lhokseumawe
Tahun 2021.

Dengan Persetujuan Bersama

9 DEWAN PERWAKILAN RAKYAT KOTA LHOKSEUMAWE

Dan

WALIKOTA LHOKSEUMAWE

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : QANUN KOTA LHOKSEUMAWE TENTANG ANGGARAN
PENDAPATAN DAN BELANJA KOTA LHOKSEUMAWE
TAHUN ANGGARAN 2021.

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah iniyang dimaksud dengan:

1. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat
APBD adalah rencana keuangan tahunan Daerah yang ditetapkan dengan
Perda atau yang disebut dengan nama lain Qanun Kota Lhokseumawe.

2. Pendapatan Daerah adalah semua hak Daerah yang diakui sebagai
penambah nilai kekayaan bersih dalam periode tahun anggaran
berkenaan.
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3. Belanja Daerah adalah semua kewajiban Pemerintah Daerah yang diakui
sebagai pengurang nilai kekayaan bersih dalam periode tahun anggaran
berkenaan.

4. Pembiayaan adalah setiap penerimaan yang perlu dibayar kembali
dan/atau pengeluaran yang akan diterima kembali, baik pada tahun
anggaran berkenaan maupun pada tahun-tahun anggaran berikutnya.

5. Program adalah bentuk instrumen kebijakan yang berisi 1 (satu) atau
lebih Kegiatan yang dilaksanakan oleh satuan keija perangkat daerah
atau masyarakat yang dikoordinasikan oleh Pemerintah Daerah untuk
mencapai sasaran dan tujuan pembangunan Daerah.

6. Kegiatan adalah bagian dari Program yang dilaksanakan oleh 1(satu) atau
beberapa satuan keija perangkat daerah sebagai bagian dari pencapaian
sasaran terukur pada suatu Program dan terdiri dari sekumpulan
tindakan pengerahan sumber daya baik yang berupa personil atau
sumber daya manusia, barang modal termasuk peralatan dan teklVoZogi,
dana, atau kombinasi dari beberapa atau semua jenis sumber daya
tersebut, sebagai masukan untuk menghasilkan keluaran dalam bentuk
barang/jasa.

7. Peraturan Daerah yang selanjutnya disebut Perda atau dengan nama lain
adalah Qanun Kota Lhokseumawe.

8. Peraturan Kepala Daerah yang selanjutnya disebut Perkada adalah
Peraturan Walikota.

9. Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan Urusan Pemerintahan oleh
Pemerintah Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah menurut azas
otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya
dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia
sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik
Indonesia Tahun 1945.

10. Pemerintah Daerah adalah kepala daerah sebagai unsur penyelenggara
Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan Urusan Pemerintahan
yang menjadi kewenangan Daerah.

11. Kepala Daerah adalah Walikota Kota Lhokseumawe.
12. Dewan Perwakilan Rakyat Kota yang selanjutnya disingkat DPRK adalah

Lembaga Perwakilan Rakyat Kota Lhokseumawe yang berkedudukan
sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah.

Pasal 2

Anggaran Pendapatan dan Belanja Kota Tahun Anggaran 2021 terdiri atas
Pendapatan Daerah, Belanja Daerah, dan Pembiayaan Daerah dengan rincian
sebagai berikut:

(1)
(2)

Pendapatan Daerah
Belanja Daerah

Rp.
Rp.

819.257.195.523,00
833.757.195.523,00

Surplus/ (Defisit) Rp. (14.500.000.000,00)

(3) Pembiayaan

a. Penerimaan Rp. 16.500.000.000,00

b. Pengeluaran Rp. 2.000.000.000,00
Pembiayaan Netto Rp. 14.500.000.000,00

Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran
Tahun Berkenaan Rp. 0,00
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Pasal 3

Pendapatan Daerah direncanakan sebesar Rp819.257. 195.523 (Delapan ratus
sembilan belas milyar dua ratus lima puluh tujuh juta seratus sembilan puluh
lima ribu lima ratus duapuluh tiga rupiah), yang bersumber dari:

a. Pendapatan Asli Daerah;
b. Pendapatan Transfer;
c. Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah.

Pasal 4

(1) Pendapatan Asli Daerah sebagaimana dimaksud dalam pasal 3 hurus a
direncanakn sebesar Rp67.523.941.193,00 (Enam puluh tujuh milyar lima
ratus dua puluh tiga juta sembilan ratus empat puluh satu ribu seratus
sembilanpuluh tiga rupiah), yang terdiri atas:

a. Pajak Daerah;

b. Retribusi Daerah;

c. Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang dipisahkan;

d. Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah.

(2) Pajak Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan
sebesar Rp31.121.500.000,00 (Tiga puluh satu milyar seratus dua puluh
satujuta lima ratus ribu rupiah).

(3) Retribusi Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b
direncanakan sebesar Rp4.425.823.350,00 (Empat milyar empat ratus dua
puluh lima juta delapan ratus dua puluh tiga ribu tiga ratus lima puluh
rupiah).

(4) Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang dipisahkan sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp5.200.000.000,00
(Lima milyar dua ratusjuta rupiah rupiah).

(5) Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah sebagaimana dimaksud pada
ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp26.776.6 17.843,00 (Dua puluh
enam milyar tujuh ratus tujuh puluh enamjuta enam ratus tujuh belas ribu
delapan ratus empatpuluh tiga rupiah).

Pasal 5

(1) Pendapatan Transfer sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf b
direncanakan sebesar Rp726.911.054.330,00 (Tujuh ratus dua puluh enam
milyar sembilan ratus sebelas juta lima puluh empat ribu tiga ratus tiga
puluh rupiah), yang terdiri atas:

a. Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat; Dan
b. Pendapatan Transfer Antar Daerah.

(2) Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat sebagaimana dimaksud pada ayat
(1) huruf a direncanakan sebesar Rp697.793.266.857,00 (Enam ratus
sembilan puluh tujuh milyar tujuh ratus sembilan puluh tiga juta dua ratus
enampuluhenam ribu delapan ratus limapuluh tujuh rupiah).

(3) Pendapatan Transfer Antar Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
huruf b direncanakan sebesar Rpl03.678.631.330 (Seratus tiga milyar
enam ratus tujuh puluh delapan juta enam ratus tiga puluh satu ribu tiga
ratus tigapuluh rupiah).
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Pasal 6

(1) Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah sebagaimana dimaksud dalam
Pasal 3 huruf c direncanakan sebesar Rp24.822.200.000,00 (Dua puluh
empat milyar delapan ratus dua puluh dua juta dua ratus ribu rupiah),
terdiri atas:

a. Pendapatan Hibah;
b. Dana Darurat;
c. Lain-lain Pendapatan sesuai dengan Ketentuan Peraturan Perundang-

Undangan;

(2) Pendapatan Hibah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a
direncanakan sebesar RpO.OO (Nol).

(3) Dana Darurat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan
sebesar Rp0,00 (Nol).

(4) Lain-lain Pendapatan sesuai dengan Ketentuan Peraturan Perundang-
Undangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan
sebesar Rp24.822.200.000,00 (Dua puluh empat milyar delapan ratus dua
puluhduajuta dua ratus ribu rupiah).

Pasal 7

Anggaran Belanja Daerah Tahun Anggaran 2021 direncanakan sebesar
Rp833.757.195.523,00 (Delapan ratus tiga puluh tiga milyar tujuh ratus lima
puluh tujuh juta seratus sembilan puluh lima ribu lima ratus dua puluh tiga
rupiah), yang terdiri atas:

a. Belanja Operasi;
b. Belanja Modal;
c. Belanja Tidak Terduga; dan
d. Belanja Transfer.

Pasal 8

(1) Anggaran Belanja Operasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf a
direncanakan sebesar Rp546.458.350.306,00 (Lima ratus empat puluh
enam milyar empat ratus lima puluh delapanjuta tiga ratus lima puluh ribu
tiga ratus enam rupiah), yang terdiri atas:

a. Belanja Pegawai;
b.Belanja Barang Dan Jasa;
c. Belanja Bunga;
d. Belanja Subsidi;
e. Belanja Hibah: dan
f. Belanja Bantuan Sosial.

(2) Belanja Pegawai sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a
direncanakan sebesar Rp313.728.071.079,00 (Tiga ratus tiga belas milyar
tujuh ratus dua puluh delapan juta tujuh puluh satu ribu tujuh puluh
sembilan rupiah).

(3) Belanja Barang Dan Jasa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b
direncanakan sebesar Rpl88.245.248.562,00 (Seratus delapan puluh
delapan milyar dua ratus empat puluh lima juta dua ratus empat puluh
delapan ribu lima ratus enampuluhdua rupiah).

(4) Belanja Bunga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan
sebesar Rp0,00 (Nol).

(5) Belanja Subsidi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d direncanakan
sebesar Rp0,00 (Not).
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(6) Belanja Hibah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e direncanakan
sebesar Rp6.724.330.325,00 (Enam milyar tujuh ratus dua puluh empat juta
tiga ratus tigapuluh ribu tiga ratus duapuluh lima rupiah).

(7) Belanja Bantuan Sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f
direncanakan sebesar Rp37.760.700.340,00 {Tiga puluh tujuh milyar tujuh
ratus enampuluhjuta tujuh ratus ribu tiga ratus empat puluh rupiah).

Pasal 9

(1) Anggaran Belanja Modal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf b
direncanakan sebesar Rpl64.837.640.650,00 (Seratus enam puluh empat
milyar delapan ratus tiga puluh tujuh juta enam ratus empat puluh ribu
enam ratus limapuluh rupiah), yang terdiri atas:

a. Belanja ModalTanah.
b.Belanja Modal Peralatan dan Mesin.
c. Belanja Modal Bangunan dan Gedung.
d. Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi;
e. Belanja Modal Aset Tetap Lainnya.

(2) Belanja Modal Tanah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a
direncanakan sebesar Rp9.325.642.910,00 (Sembilan milyar tiga ratus dua
puluh lima juta enam ratus empat puluh dua ribu sembilan ratus sepuluh
rupiah).

(3) Belanja Modal Peralatan Dan Mesin sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
huruf b direncanakan sebesar Rp33.067.686.620,00 (Tigapuluh tiga milyar
enampuluh tujuhjuta enam ratus delapan puluh enam ribu enam ratus dua
puluh rupiah).

(4) Belanja Modal Bangunan dan Gedung sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
huruf c direncanakan sebesar Rp44.572.109.095,00 (Empat puluh empat
milyar lima ratus tujuhpuluh duajuta seratus sembilan ribu sembilanpuluh
lima rupiah).

(5) Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi sebagaimana dimaksud pada
ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp69.566.356.386,00 (Enam puluh
sembilan milyar lima ratus enampuluhenamjuta tiga ratus limapuluh enam
ribu tiga ratus delapanpuluhenam rupiah).

(6) Belanja Modal Aset Tetap Lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
huruf e direncanakan sebesar Rp8.305.845.639,00 (Delapan milyar tiga
ratus lima juta delapan ratus empat puluh lima ribu enam ratus tiga puluh
sembilan rupiah).

Pasal 10

Anggaran Belanja Tidak Terduga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf
c direncanakan sebesar Rp5.000.000.000,00 (Lima milyar lima ratus juta
rupiah).

Pasal 11

(1) Anggaran Belanja Transfer sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf d
direncanakan sebesar Rpl17.461.204.567,00 (Seratus tujuh belas milyar
empat ratus enam puluh satu juta dua ratus empat ribu lima ratus enam
puluh tujuh rupiah), yang terdiri atas:

a. Belanja Bagi Hasil; dan
b. Belanja Bantuan Keuangan.

(2) Belanja Bagi Hasil sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a
direncanakan sebesar Rp3.497.482.335,00 (Tiga milyar empat ratus
sembilanpuluh tujuhjuta empat ratus delapanpuluh dua ribu tiga ratus tiga
puluh lima rupiah).
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(3) Belanja Bantuan Keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b
direncanakan sebesar Rpl13.088.628.250,00 (Seratus tiga belas milyar
delapan puluh delapan juta enam ratus dua puluh delapan ribu dua ratus
limapuluh rupiah). . •

Pasal 12

(1) Anggaran Pembiayaan Daerah (Netto) Tahun Anggaran 2021 direncanakan
sebesar Rpl4.500.000.000,00 (Empat belas milyar lima ratus juta rupiah),
yang terdiri atas:

a. Penerimaan Pembiayaan; dan
b. Pengeluaran Pembiayaan.

Pasal 13

(2) Anggaran Penerimaan Pembiayaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12
huruf a direncanakan sebesar Rp16.500.000.000,00 (Enam belas milyar
lima ratusjuta rupiah), yang terdiri atas:

a. Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Anggaran Sebelumnya;
b. Pencairan Dana Cadangan;
c. Hasil Penjualan Kekayaan Daerah Yang Dipisahkan;
d. Penerimaan Pinjaman Daerah;
e. Penerimaan Kembali Pemberian Pinjaman Daerah; Dan
f. Penerimaan Pembiayaan Lainnya Sesuai Dengan Ketentuan Peraturan

Perundang-Undangan.

(3) Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Anggaran Sebelumnya
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar
Rpl6.500.000.000,00 (Enam belas milyar lima ratusjuta rupiah).

(4) Pencairan Dana Cadangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b
direncanakan sebesar Rp0,00 (Not).

(5) Hasil Penjualan Kekayaan Daerah Yang Dipisahkan sebagaimana dimaksud
pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp0,00 (Not).

(6) Penerimaan Pinjaman Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d
direncanakan sebesar Rp0,00 (Not).

(7) Penerimaan Kembali Pemberian Pinjaman Daerah sebagaimana dimaksud
pada ayat (1) huruf e direncanakan sebesar Rp0,00 (Not).

(8) Penerimaan Pembiayaan Lainnya Sesuai Dengan Ketentuan Peraturan
ÿ Perundang-Undangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f

direncanakan sebesar Rp0,00 (Not).

Pasal 14

(1) Anggaran Pengeluaran Pembiayaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12
huruf b direncanakan sebesar Rp2.000.000.000,00 (Dua milyar rupiah),
yang terdiri atas:

a. Pembentukan Dana Cadangan;
b. Penyertaan Modal Daerah;
c. Pembayaran Cicilan Pokok UtangYang Jatuh Tempo;
d. Pemberian Pinjaman Daerah; dan
e. Pengeluaran Pembiayaan Lainnya Sesuai Dengan Ketentuan Peraturan

Perundang-Undangan.

(2) Pembentukan Dana Cadangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf
a direncanakan sebesar Rp0,00 (Not).

(3) Penyertaan Modal Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b
direncanakan sebesar Rp2.000.000.000,00 (Dua milyar rupiah).
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(4) Pembayaran Cicilan Pokok Utang Yang Jatuh Tempo sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp0,00 (Nol).

(5) Pemberian Pinjaman Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d
direncanakan sebesar Rp0,00 (Nol).

(6) Pengeluaran Pembiayaan Lainnya Sesuai Dengan Ketentuan Peraturan
Perundang-Undangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e
direncanakan sebesar Rp0,00 {Nol).

Pasal 15

(1) Selisih Antara Anggaran Pendapatan Daerah dengan Anggaran Belanja
Daerah mengakibatkan terjadinya Surplus/ (Defisit) sebesar
Rp(14.500.000.000,00) (Empat belas milyar lima ratusjuta rupiah).

(2) Pembiayaan netto yang merupakan selisih penerimaan pembiayaan
terhadap pengeluaran pembiayaan direncanakan sebesar
Rpl4.500.000.000,00 (Empat belas milyar lima ratusjuta rupiah).

Pasal 16

(1) Dalam keadaan darurat termasuk keperluan mendesak, Pemerintah
Daerah dapat melakukan pengeluaran yang belum tersedia anggarannya
dan/atau pengeluaran melebihi pagu yang ditetapkan dalam peraturan
daerah ini, yang selanjutnya dimasukan dalam Perubahan Anggaran
Pendapatan Dan Belanja Daerah Kota Lhokseumawe Tahun Anggaran
2021, dengan tata cara sesuai dengan cara terlebih dahulu melakukan
perubahan Qanun tentang Penjabaran Perubahan APBD, dan
pemberitahuan kepada Pimpinan DPRD selanjutnya disampaikan dalam
Laporan Realisasi Anggaran;

(2) Keadaan darurat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
a. Bencana alam, bencana non-alam, bencana sosial dan/atau kejadian

luar biasa;
b. Pelaksanaan operasi pencarian dan pertolongan; dan/atau
c. Kerusakan sarana/prasarana yang dapat mengganggu kegiatan

pelayanan publik.

(3) Keperluan mendesak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
a. Kebutuhan daerah dalam rangka pelayanan dasar masyarakat yang

anggarannya belum tersedia dalam tahun anggaran berjalan;
b. Belanja daerah yang bersifat mengikat dan belanja yang bersifat wajib;
c. Pengeluaran daerah yang berada diluar kendali Pemerintah Daerah dan

tidak dapat diprediksikan sebelumnj'a, serta amanat peraturan
perundang-undangan; dan/atau

d. Pengeluaran daerah lainnya yang apabila ditunda akan menimbulkan
kerugian yang lebih besar bagi Pemerintah Daerah dan/atau
masyarakat.

Pasal 17

Uraian lebih lanjut Anggaran dan Belanja Kota Lhokseumawe sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 2, tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian
yang tidak terpisahkan dari Qanun ini terdiri dari:

1. Lampiran I Ringkasan APBD yang Diklasifikasi Menurut Kelompok dan
Jenis Pendapatan, Belanja, dan Pembiayaan;

2. Lampiran II Ringkasan APBD yang Diklasifikasi Menurut Urusan
Pemerintahan Daerah dan Organisasi;

3. Lampiran III Rincian APBD menurut Urusan Pemerintahan Daerah,
Organisasi, Pendapatan, Belanja, dan Pembiayaan;
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4. Lampiran IV

5. Lampiran V

6. Lampiran VI
7. Lampiran VII
8. Lampiran VIII

9. Lampiran IX

10.Lampiran X
11.Lampiran XI
12.Lampiran XII
13.Lampiran XIII

14.Lampiran XIV

Rekapitulasi Belanja Menurut Urusan Pemerintahan
Daerah, Organisasi, Program, Kegiatan Beserta Hasil dan
Sub Kegiatan Beserta Keluaran;
Rekapitulasi Belanja Daerah Untuk Keselarasan dan
Keterpaduan Urusan Pemerintah Daerah dan Fungsi
Dalam Kerangka Pengelolaan Keuangan Negara;
Rekapitulasi Belanja untuk Pemenuhan SPM;
Sinkronisasi Program pada RPJMD dengan APBK;
Sinkronisasi Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan pada
RKPD dan PPAS dengan Peraturan Daerah Tentang APBD;
Sinkronisasi Program Prioritas Nasional dengan Program
Prioritas Daerah;
Daftar Jumlah Pegawai Per-Golongan dan Per-Jabatan;
Daftar Piutang Daerah;
Daftar Penyertaan Modal (Investasi) Daerah Lainnya;

Daerah dan Aset Lain-Lain;

Kembali Dalam

15.Lampiran
16.Lampiran

Belum Diselesaikan dan Dianggarkan
Tahun Anggaran Yang Direncanakan;

XV Daftar Dana Cadangan Daerah; dan
XVI Daftar Pinjaman Daerah.

Pasal 18

Walikota Lhokseumawe menetapkan Peraturan Walikota Lhokseumawe tentang
Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Kota Lhokseumawe sebagai
landasan operasional pelaksanaan.

Pasal 19

Qanun ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan
Qanun ini dengan penempatannya dalam berita daerah.

pengundangan

Ditetapkan di Lhokseumawe
pada tanggal 29 Desember 2020 M

Jumadil Awal 1442 H

wal, ;ota\hokseumawe,

SUAIDI YAHYA

Diundangkan di Lhokseumawe
pada tanggal 29 Desember 2020 M

14 Jumadil Awal 1442 H

SEKRETARIS DAERAH
KOTA LHOKSEUMAWE,

T.ADNAN

LEMBARAN KOTA LHOKSEUMAWE TAHUN 2020 NOMOR i.0..
NOREG QANUN KOTA LHOKSEUMAWE, PROVINSI ACEH (10/120/2020)
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